Menimbang
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (5) huruf f dan pasal 47
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Penajam Paser Utara;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);



Menetapkan

7.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIZINANTERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.



10.

11.

12.

13.

14.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik
dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya
pemberian perizinan dan non perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah
terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non
perizinan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BP2T-PM
adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
dibidangpelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal
dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disingkat Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi
yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada pada keahlian dan/atau keterampilan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Tekis pada
BP2T-PM.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BP2T-PM merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu

dan penanaman modal daerah.

(2) BP2T-PM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

BP2T-PM mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan serta kepastian.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T-PM menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;

pengkoordinasian penyusunan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;

d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu
dan penanaman modal;

e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 6

Kepala BP2T-PM mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati
berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BP2T-PM, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum;



